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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pertanggungjawaban 
penjahat perang dalam Perang Dunia ke-II 
dalam Hukum Internasional dan bagaimana 
implikasi Perang Dunia ke-II bagi Hukum 
Internasional. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. 
Pertanggungjawaban Penjahat Perang 
dijalankan menggunakan sistem 
pertanggungjawaban secara individu. 
Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo 
menetapkan pertanggungjawaban pidana 
individu untuk pelanggaran-pelanggaran 
terhadap hukum dan kebiasaan perang, dan 
juga terhadap pelanggaran-pelanggaran perang 
lainnya. Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan 
Tokyo juga menghapuskan pembelaan 
berdasarkan perintah atasan, dan kekebalan 
atas dasar tindakan negara atau impunitas. 
Dengan demikian kepala negara pun tunduk 
pada pertanggungjawaban pidana individu. 
Bentuk punishment yang diberikan baik 
Pengadilan Nuremberg dan Tokyo terdiri dari 
penjatuhan hukuman mati (dengan cara 
digantung), penjatuhan hukuman seumur 
hidup, penjatuhan hukuman penjara berkisar 
10 tahun hingga 20 tahun. 2. Pembentukkan 
International Criminal Court (ICC) merupakan 
produk IMT Nuremberg dan Tokyo. IMT 
Nuremberg dan Tokyo menjadi salah batu 
loncatan bagi dunia Internasional dalam 
pembentukkan ICC tersebut. Walaupun pada 
akhirnya keberadaan ICC terkesan hanya 
menjadi pelengkap saja dalam hukum 
internasional. 
Kata kunci: Pertanggungjawaban, Penjahat 




A.  Latar Belakang 
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Perang di Eropa berakhir dengan 
pendudukan Berlin oleh tentara Soviet dan 
Polandia dan penyerahan tanpa syarat Jerman 
pada tanggal 8 Mei 1945. Sepanjang 1944 dan 
1945, Amerika Serikat mengalahkan Angkatan 
Laut Jepang dan menduduki beberapa pulau di 
Pasifik Barat, menjatuhkan bom atom di negara 
itu menjelang invasi ke Kepulauan Jepang. Uni 
Soviet kemudian mengikuti melalui negosiasi 
dengan menyatakan perang terhadap Jepang 
dan menyerbu Manchuria. Kekaisaran Jepang 
menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, 
sehingga mengakhiri perang di Asia dan 
memperkuat kemenangan total Sekutu atas 
Poros. 3 
Secara singkat, pihak pemenang perang 
adalah Sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, 
Inggris, Perancis, Tiongkok, Uni Soviet, dan 
sekutu-sekutunya. Sedangkan pihak yang kalah 
adalah Pihak Poros yaitu Jerman, Italia, dan 
Jepang. Korban jiwa sudah tidak dapat dihitung 
lagi akibat konflik tersebut. Pembantaianterjadi 
dimana-mana, kejahatan terhadap 
kemanusiaan, dan juga kebiasaan dalam hukum 
perang tidak sedikit yang dilanggar.  
Kejahatan perang juga terjadi dalam konflik 
tersebut. Jerman dan Jepang merupakan pihak 
yang secara sah mengaku menyerah terhadap 
pihak sekutu. Maka setelah berakhirnya Perang 
Dunia II, para pemenang perang melakukan 
perundingan dan sepakat untuk menuntut 
pertanggungjawaban kepada pihak yang kalah 
dalam perang yaitu Jerman dan Jepang.  
Pertanggungjawaban seperti apakah yang 
akan dimintakan oleh pemenang perang 
terhadap pelaku kejahatan perang? Apakah 
pertanggungjawaban dalam bentuk reparasi 
berupa ganti rugi secara finansial? Penulis 
melihat bahwa jika akan dilakukan 
pertanggungjawaban ganti rugi secara finansial 
bukan merupakan pertanggungjawaban yang 
tepat dan relevan untuk para penjahat perang. 
Dikarenakan akibat dari Perang Dunia II 
membuat masing-masing negara menjadi kacau 
baik pemerintahan maupun administrasinya. 
Tata kehidupan pun saat itu mengalami 
kelumpuhan. Melalui London Agreement maka 
pihak pemenang perang menuntut 
pertanggungjawaban secara individu bagi para 
penjahat perang.  
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B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pertanggungjawaban 
penjahat perang dalam Perang Dunia ke-
II dalam Hukum Internasional? 
2. Bagaimanakah implikasi Perang Dunia ke-
II bagi Hukum Internasional?  
 
C.  Metode Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum 
normatif (juridis normatif) yang menggunakan 
data sekunder, yakni bahan hukum primer, 




A. Pertanggungjawaban Penjahat Perang 
Dalam Perang Dunia II  
1. Pertanggungjawaban Penjahat Perang 
Dalam Perang Dunia II 
Perang Dunia II yang berlangsung dari tahun 
1939-1945 telah menimbulkan korban yang 
luar biasa banyaknya, baik berupa korban jiwa 
yang tidak mungkin dapat dihitung jumlahnya, 
harta benda baik di pihak pemenang perang 
maupun pihak yang kalah perang.  
Akhir dari konflik berkepanjangan tersebut, 
pada tanggal 7 Mei 1945 Jerman menyerah 
tanpa syarat kepada Sekutu di markas besar 
tentara Sekutu wilayah barat yang 
berkedudukan di Rheims, Perancis. Jenderal 
Alfred Jodl menjadi wakil dari Presiden Reich 
Karl Dönitz dalam penandatanganankapitulasi 
penyerahan Jerman tersebut. Herman Goring 
yang sempat ditahan oleh tentara SS akhirnya 
menyerah kepada pasukan Amerika.5 
Pada tanggal 8 Mei 1945, Jerman 
menyatakan kembali penyerahan tanpa syarat 
mereka kepada Tentara Merah Uni Soviet, dan 
sebagai wakil dari presiden Reich Karl Dönitz 
untuk menandatangani kapitulasi penyerahan 
Jerman kepada Soviet adalah Marsekal Wilhelm 
Keitel. Sementara itu, atas persetujuan dan 
perintah dari Presiden Reich Karl Dönitz, 
Kolonel Jenderal Carl Hilpert, menyerah tanpa 
syarat kepada pasukannya di 
kantungpengepungan Courland.6 
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Pada tanggal 13 Januari 1942, dibentuk 
Deklarasi St. Yames 1942 oleh negara-negara 
Belgia, Cekoslavia, Luxemburg, Norwegia, 
Polandia, Yugoslavia, Yunani, Belanda dan 
Perancis yang berada di London secara 
bersama-sama mengatakan adanya perbuatan-
perbuatan Nazi Jerman yang keji dan kejam 
dengan konsepsi tindakan perang atau 
kejahatan-kejahatan politiknya terhadap 
penduduk sipil yang tidak berdosa di negara-
negara yang didudukinya; maka nantinya 
sesudah perang selesai terhadap pelaku-pelaku 
tersebut harus diberikan hukuman melalui 
saluran badan-badan peradilan guna 
menyatakan kesalahannya dan/atau 
bertanggung jawab terhadap kejahatan-
kejahatan tersebut.  
Pada tanggal 30 Oktober 1943 dibentuklah 
Deklarasi Moskow yang dibentuk oleh Presiden 
Amerika Serikat F. D Roosevelt, Perdana 
Menteri Inggris W. Churchill dan Perdana 
Menteri Uni Soviet Stalin untuk mengadili para 
penjahat perang Jerman segera sesudah Perang 
Dunia II selesai yaitu perwira-perwira Jerman 
dan anggota-anggotanya serta pengikut partai 
Nazi yang bertanggung jawab untuk itu atau 
yang telah mengambil bagian dari keganasan-
keganasan tersebut, pembunuhan, 
pembunuhan dan pelaksanaannya, mereka 
harus diadili dan dihukum sesuai dengan 
hukum negara-negara bebas tersebut dan/atau 
pemerintah-pemerintah merdeka yang akan 
dibentuk nantinya.7 
Berakhirnya Perang Dunia II membuat 
pemimpin keempat negara Sekutu yakni 
Amerika Serikat, Perancis, Inggris dan Uni 
Soviet yang adalah pemenang perang 
menyelenggarakan konferensi Internasional di 
London pada tanggal 8 Agustus 2018 yang 
menghasilkan Perjanjian London (the treaty of 
London). Salah satu substansi dari Perjanjian 
London adalah tentang pembentukan badan 
pengadilan criminal internasional yang 
bernama Mahkamah Militer Internasional 
(International Military Tribunal) yang 
berkedudukan di Nuremberg, Jerman dengan 
kewenangan mengadili para pelaku kejahatan 
dalam Perang Dunia II di Eropa. Sedangkan 
untuk mengadili pelaku kejahatan perang di 
Kawasan Timur Jauh dibentuk Mahkamah 
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Militer Internasional untuk Kawasan Timur Jauh 
(International Military Tribunal for the Far East) 
yang berkedudukan di Tokyo, Jepang pada 
tahun 1946. Masing-masing Mahkamah ini 
memiliki piagam tersendiri, yakni Charter of the 
International Military Tribunal – Nuremberg 
1945 dan Charter of the International Military 
Tribunal for the Far East – Tokyo 16 Januari 
1946.8 
Berbicara mengenai pertanggungjawaban 
maka harus diingat kembali teori tanggung 
jawab negara. Pertanggungjawaban muncul, 
biasanya, diakibatkan oleh pelanggaran atas 
hukum internasional. Suatu negara dikatakan 
bertanggung jawab dalam hal negara tersebut 
melakukan pelanggaran atas perjanjian 
internasional, melanggar kedaulatan wilayah 
negara lain, menyerang negara lain, 
mencederai perwakilan diplomatik negara lain, 
bahkan memperlakukan warga asing dengan 
seenaknya. Oleh karena itu, 
pertanggungjawaban negara berbeda-beda 
kadarnya tergantung pada kewajiban yang 
diembannya atau besar dari kerugian yang 
telah ditimbulkan.9 
Adanya teori tanggung jawab negara maka 
penjahat perang dalam hal ini adalah pihak 
yang kalah dalam perang (Jerman, Jepang, dan 
Italia) harus mengambil tanggung jawab atas 
setiap kejahatan perang yang telah  diperbuat 
dalam Perang Dunia II. Namun negara 
merupakan suatu entitas abstrak yang tidak 
mungkin untuk dimintai pertanggungjawaban 
dan tidak mungkin untuk diperhadapkan ke 
muka pengadilan. Dalam kaitannya dengan 
pertanggungjawaban tersebut maka doktrin 
impunitas tidak akan digunakan. Doktrin 
imputablitas menyatakan bahwa suatu negara 
bertanggung jawab atas kesalahan yang 
ditimbulkan oleh organnya atau pejabat 
negara.  
Organ negara merupakan individu ataupun 
kumpulan individu yang bertindak berdasarkan 
atas kewenangan sah yang diberikan negara 
kepadanya. Oleh karena itu tindakan mereka 
harus dipertanggungjawabkan kepada negara. 
Dengan demikian maka tanggung jawab negara 
akan muncul sebagai akibat dari perbuatan-
perbuatan yang dilakukan oleh aparaturnya. 
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Pada dasarnya hanya tindakan-tindakan yang 
memiliki unsur pemerintahan yang akibatnya 
dapat dimintai pertanggungjawaban kepada 
negara. Suatu tindakan yang tidak memiliki 
keterkaitan dengan negara (pemerintah) maka 
negara tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban.10 
Pasal 2 Pasal ILC  mengenai tanggung jawab 
negara yang menyatakan tindakan organ 
negara dapat diatribusikan kepada negara dan 
negara bisa dimintakan pertanggungjawaban. 
Namun sekali lagi negara merupakan entitas 
abstrak, pertanggungjawaban tidak secara 
langsung ditujukan kepada negara, namun 
kepada individu yang menjabat sebagai organ 
negara. 
Pada masa yang lalu, doktrin positivisme 
ortodoks secara jelas menegaskan bahwa 
negara adalah satu-satunya subyek hukum 
internasional. Dalam perkembangannya melalui 
perjanjian-perjanjian internasional beberapa 
entitas diberikan kapasitas oleh hukum sebagai 
international legal person, maka doktrin ini 
tidak bisa dipertahankan lagi.11 
Dengan demikian, penjahat perang dalam 
Perang Dunia II ditetapkan untuk melakukan 
pertanggungjawaban secara individu walaupun 
yang bersangkutan saat itu merupakan organ 
negara atau melakukan perintah atasan. 
Ketentuan ini penting untuk mencegah organ 
negara yang bersangkutan berlindung dibawah 
dalil atau teori imputabilitas.   
 
B. Implikasi Perang Dunia II Bagi Hukum 
Internasional 
Perang Dunia II merupakan konflik 
bersenjata yang tidak mudah dilupakan begitu 
saja dalam sejarah peradaban dunia. Setelah 
berakhirnya Perang Dunia II  banyak hal yang 
diwariskan dalam hal ini implikasi Perang Dunia 
II itu sendiri bagi Hukum Internasional. Salah 
satunya sejarah pembentukan ICC 
(International Criminal Court) tak lepas dari 
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pengaruh atau loncatan dari peristiwa Perang 
Dunia II.  
Ide dan eksistensi ICC merupakan proses 
sejarah perjuangan kemanusiaan yang cukup 
panjang sejak berakhirnya Perang Dunia ke-I 
yang ditandai dengan kegagalan dalam 
mewujudkan Pengadilan Pidana Internasional 
untuk mengadili penjahat-penjahat perang dan 
kemudian dilanjutkan lagi setelah berakhirnya 
Perang Dunia ke-ll dengan pembentukan 
"International Military Tribunal for The Major 
War Criminals of The European Axis", yang 
kemudian lebih dikenal dengan sebutan 
"Nuremberg Tribunal", pada tahun 1945, dan 
kemudian pada tahun 1946 dibentuk pula 
"International Military Tribunal for The 
Prosecution and Punishment of The Major War 
Criminal in The Far East", yang lebih dikenal 
dengan sebutan "Tokyo Tribunal".   
Pembentukan kedua tribunal tersebut 
merupakan salah satu faktor atau latar 
belakang pembentukan ICC (International 
Criminal Court). Walaupun setelah itu 
terbentuk juga pengadilan ad hoc  lain yaitu 
"the international Criminal Tribunal for Former 
Yugoslavia" (disingkat ICTY), pada tanggal 23 
Mei 1993 dan "the international Criminal 
Tribunal for Rwanda" (disingkat ICTR) pada 
tahun 1994. Namun tak bisa dipungkiri bahwa 
Pengadilan Nuremberg dan pengadilan Tokyo 
merupakan batu loncatan bagi dunia 
Internasional dalam membentuk suatu 
Pengadilan Internasional yang bersifat 
permanen.  
Mahkamah Pidana Internasional atau 
International Criminal Court didirikan 
berdasarkan Statuta Roma 1998 yang 
merupakan hasil dari suatu konferensi 
diplomatik yang berlangsung di Roma pada 
tanggal 15-17 Juli 1998 yang dihadiri oleh wakil-
wakil dari negara-negara di dunia, utusan-
utusan dari organisasi-organisasi antar 
pemerintah (inter-govermental organizations) 
dan non-pemerintah (non-governmental 
organizations).  
Statuta Roma adalah sebuah perjanjian 
kesepakatan dari Negara-negara di dunia untuk 
membentuk Pengadilan Pidana Internasional. 
Statuta Roma berisi pasal-pasal, prinsip, aturan 
dan prosedur pembuatan keputusan yang 
diadopsi guna menjadi dasar hukum ICC dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya.  
ICC memiliki empat macam yurisdiksi. Yaitu 
yurisdiksi personal, yurisdiksi kriminal, 
yurisdiksi territorial, dan yurisdiksi temporal.  
1. Yurisdiksi Personal: Menurut pasal 25 ayat 
1  Statuta Roma, yurisdiksi Mahkamah 
adalah terhadap orang-orang atau 
individu-individu yang harus 
bertanggungjawab atas kejahatan yang 
dilakukannya sebagaimana ditentukan 
dalam statute. Dengan demikian, 
Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi 
personal terhadap individu, jadi tidak 
terhadap negara maupun subjek hukum 
internasional lainnya selain daripada 
individu.  
2. Yurisdiksi Kriminal: yurisdiksi criminal ICC 
adalah atas empat jenis kejahatan yaitu 
Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap 
kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan 
Agresi.  
3. Yurisdiksi Temporal: ICC hanya memiliki 
yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi 
setelah berlakunya Statuta. ICC tidak 
memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang 
terjadi sebelumnya, selaras dengan asas 
non-retroactive. 
4. Yurisdiksi Teritorial: ICC hanya memiliki 
yurisdiksi atas negara-negara yang 
menerima untuk menjadi anggota 
Statuta atau meratifikasi Statuta yang 
ada.12 
Prinsip pertanggungjawaban pidana secara 
individual merupakan salah satu prinsip dasar 
dalam Statuta Roma 1998, yang tetap 
merefleksikan prinsip-prinsip hukum pidana  
secara umum, namun dalam rumusan norma 
dan unsur-unsur pidana mengalami perubahan 
yang cukup signifikan. Pasal 25 ayat (3) Statuta 
Roma 1998 memuat ketentuan bahwa 
seseorang harus memikul tanggung jawab 
pidana secara individual apabila:13 
(a). Melakukan suatu kejahatan, baik sendiri, 
bersama-sama dengan orang lain, atau 
melalui orang lain, dimana ‘orang lain’ 
tersebut juga bertanggung jawab 
secara pidana;  
(b). Memerintahkan, membujuk, atau 
mendorong dilakukannya suatu 
kejahatan, yang pada faktanya benar 
terjadi atau percobaan kejahatan;  
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(c). Bertujuan untuk mempermudah 
terjadinya kejahatan pada saat 
dilakukannya kejahatan atau percobaan 
kejahatan dengan cara memberikan 
bantuan serta mendorong, termasuk 
juga menyediakan peralatan untuk 
melakukan kejahatan;  
(d). Dengan jalan lain memberi kontribusi 
untuk dilakukannya kejahatan atau 
percobaan suatu kejahatan oleh 
sekelompok orang yang bertindak atas 
dasar tujuan yang sama. Kontribusi 
tersebut harus didasarkan pada niat, 
dan:  
- Dilakukan dengan maksud 
melanjutkan aktivitas kejahatan atau 
tujuan kejahatan kelompok; atau  
- Dilakukan berdasarkan pengetahuan 
tentang niat dari kelompok untuk 
melakukan kejahatan.  
Pembentukkan ICC juga didasarkan pada 
pertimbangan kepentingan umat manusia 
untuk masa depan, dengan asumsi 
kemungkinan terulangnya lagi kejahatan yang 
mengancam perdamaian, keamanan dan 
kesejahteraan dunia, maka akan melibatkan 
partisipasi seluruh (banyak) negara di dunia. 
yang tentunya di dalam proses 
penyelenggaraan peradilannya diperlukan 
kerjasama dan untuk kepentingan kerjasama 
itu diperlukan suatu azas yang menjadi 
landasan kerjasama antara ICC dengan negara 
pihak (negara nasional), bahwa azas tersebut 
dalam statuta disebut complementary principle 
(Azas Pelengkap) yang merupakan salah satu 
azas dasar yang menjiwai berdirinya ICC dimana 
ICC statusnya dan fungsinya tidak 
menggantikan pengadilan nasional atau 
merupakan perluasan dari pengadilan nasional, 
tetapi justru hanya sekedar melengkapi dalam 
hal negara nasional (negara pihak) tidak 
bersedia (unwilling) atau tidak mampu (unable) 
mengadili.14 
International Criminal Court merupakan 
salah satu legesi dari Perang Dunia II yang 
kedudukannya menggantikan pengadilan Ad 
hoc, seperti International Criminal Tribunal for 
Former Yugoslavia, International Criminal 
Tribunal for Rwanda. Namun perlu disayangkan 
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342 
bahwa tidak semua negara menerima atau 
meratifikasi Statuta Roma 1998 tersebut. 
Sehingga keberadaan dari International 
Criminal Court ini belum mencapai tujuan yang 
sebenarnya.  
Implikasi selanjutnya datang dari Pengadilan  
Nuremberg yang memiliki setidaknya tiga 
turunanjurisprudensial menyangkut 
perlindungan terhadap para individu. 
1. Meskipun piagam International Military 
Tribunal, pada hakikatnya hanya 
menangani kekejaman-kekejaman yang 
terkait dengan perang, Nuremberg 
ternyata merupakan sebuah batu 
loncatan bagi perkembangan hukum hak 
asasi manusia internasional, karena 
banyak komunitas internasional 
menyimpulkan bahwa perlakuan negara 
terhadap warga negaranya pada saat 
damai perlu diatur dalam peraturan 
internasional yang umum. Merupakan 
pelopor didalam penyusunan ‘piagam 
hak-hak’ internasional dan instrumen-
instrumen lainnya, yang pada akhirnya 
meliputi: Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia; Konvensi tentang Pencegahan 
dan Penghukuman terhadap Kejahatan 
Genosida, Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik dan 
KovenanIntenasional tentang Hak-Hak 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Konvensi 
Internasional tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan; Konvensi Menentang 
Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman lain yang Kejam, Tidak 
Manusiawi atau Merendahkan Martabat 
Manusia.15 
2. Pengadilan Nuremberg juga meletakkan 
dasar untuk elaborasi lebih lanjut 
terhadap hukum internasional tentang 
pertanggungjawaban pidana individu 
atas pelanggaran-pelanggaran terhadap 
hukum humaniter internasional dan 
hukum hak asasi manusia. Untuk 
pelanggaran-pelanggaran terhadap 
hukum konflik bersenjata, Konvensi-
Konvensi Jenewa dan Protokol 
memasukkan ketentuan-ketentuan 
tentang pertanggungjawaban individu 
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atas pelanggaran-pelanggaran tertentu 
dan mewajibkan negara-negara untuk 
menuntut para pelanggar. Di luar perang, 
sebagaimana dinyatakan oleh Komisi 
Kejahatan Perang PBB pada tahun 1948, 
Piagam IMT: 
Mengisyaratkan keberadaan sebuah 
sistem hukum internasional, dimana para 
individu bertanggungjawab kepada 
komunitas bangsa-bangsa atas 
pelanggaran-pelanggaran terhadap 
aturan-aturan hukum pidana 
internasional, dan dimana serangan-
serangan terhadap kemerdekaan 
mendasar dan hak-hak konstitusional 
rakyat dan para individu… merupakan 
kejahatan internasional tidak hanya pada 
saat perang, tetapi juga, dalam keadaan-
keadaan tertentu, pada saat damai.16 
Perang Dunia II ternyata mempengaruhi 
pula perkembangan hukum perang misalnya 
terkait dengan perubahan istilah “hukum 
perang” menjadi “hukum humaniter”. 
Perkembangan tersebut juga mempengaruhi 
aturan-aturan dalam hukum perang. Sehingga 
substansinya banyak mengandung prinsip-
prinsip HAM, terutama dalam penggunaan alat 
dan cara berperang.17 
Dampak Perang Dunia II juga dapat dilihat 
dalam bidang hukum pidana internasional. 
Dalam bidang ini muncul prinsip perkembangan 
hukum pidana secara individu bagi para 
individu yang melakukan kejahatan perang. 
Individu yang melakukan kejahatan perang 
dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam 
pengadilan internasional. Hal ini menjadi nyata 
bahwa individu menjadi subjek dalam hukum 
internasional.  
Perkembangan usai Perang Dunia II juga 
meliputi Perkembangan Hak Asasi Manusia 
dimana masyarakat internasional menyadari 
bahwa hak asasi manusia pada saat perang 
tidak dihargai. Maka dibentuklah Deklarasi Hak 
Asasi Manusia Universal 1948 yang disahkan 
oleh PBB di Paris, Prancis.18 
                                                 
16
 Komisi Kejahatan Perang PBB, History Of United Nations 
War Crimes Commission And The Development Of The 
Laws Of War 192-93 (1948)  dalam buku Steven Ratner 
dan Jason Abrams.  
17
AndreySujatmoko, Hukum HAM dan Hukum 




Pembentukkan Deklarasi HAM Universal 
1948 ini diharapkan dapat menjawab 
keresahan masyarakat internasional mengenai 
banyaknya pelanggaran HAM dalam Perang 
Dunia II. Tentunya sangat diharapkan dengan 
dibentuknya deklarasi tersebut tidak ada 
pelanggaran kembali atas hak asasi setiap umat 
manusia.  
Indonesia sudah membentuk Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan HAM. Hal ini 
membuktikan bahwa perkembangan lebih 
lanjut mengenai implikasi Perang Dunia II telah 
sampai di Indonesia.  
 
PENUTUP 
A.   Kesimpulan 
1. Pertanggungjawaban Penjahat Perang 
dijalankan menggunakan sistem 
pertanggungjawaban secara individu. 
Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan 
Tokyo menetapkan pertanggungjawaban 
pidana individu untuk pelanggaran-
pelanggaran terhadap hukum dan 
kebiasaan perang, dan juga terhadap 
pelanggaran-pelanggaran perang lainnya. 
Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan 
Tokyo juga menghapuskan pembelaan 
berdasarkan perintah atasan, dan 
kekebalan atas dasar tindakan negara 
atau impunitas. Dengan demikian kepala 
negara pun tunduk pada 
pertanggungjawaban pidana individu. 
Bentuk punishment yang diberikan baik 
Pengadilan Nuremberg dan Tokyo terdiri 
dari penjatuhan hukuman mati (dengan 
cara digantung), penjatuhan hukuman 
seumur hidup, penjatuhan hukuman 
penjara berkisar 10 tahun hingga 20 
tahun.  
2. Pembentukkan International Criminal 
Court (ICC) merupakan produk IMT 
Nuremberg dan Tokyo. IMT Nuremberg 
dan Tokyo menjadi salah batu loncatan 
bagi dunia Internasional dalam 
pembentukkan ICC tersebut. Walaupun 
pada akhirnya keberadaan ICC terkesan 
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hanya menjadi pelengkap saja dalam 
hukum internasional. Terbukti bahwa 
tidak semua negara pada saat ini yang 
meratifikasi Statuta Roma 1998. Tak 
hanya itu, Perang Dunia II melalui IMT 
Nuremberg dan Tokyo meletakkan dasar 
untuk elaborasi lebih lanjut terhadap 
hukum internasional tentang 
pertanggungjawaban pidana individu 
atas pelanggaran-pelanggaran terhadap 
hukum humaniter internasional dan 
hukum hak asasi manusia. Sejak 
berakhirnya kedua IMT, individu mulai 
diakui perkembangannya sebagai salah 
satu subjek dalam hukum internasional. 
IMT Nuremberg ternyata juga  
merupakan sebuah batu loncatan bagi 
perkembangan hukum hak asasi manusia 
internasional. Perkembangannya di 
Indonesia terbukti dengan dibentukknya 
Undang-Undang tentang HAM serta 
Pengadilan HAM.  
B.   Saran  
1. Tidak dapat dipungkiri 
pertanggungjawaban penjahat perang 
tidak sepenuhnya dapat mengganti 
kerugian jiwa maupun materil. Dari 
penelitian ini maka penulis menyarankan 
bahwa perang bukanlah suatu solusi 
terbaik bagi negara-negara yang 
sementara mengalami konflik. Karena 
dengan dilakukannya perang itu hanya 
akan membawa penderitaan bagi umat 
manusia terlebih khusus warga sipil. 
Akan lebih efektif jika penyelesaian 
konflik dilakukan melalui hubungan 
diplomatik. Tetapi dengan ketentuan 
harus ada itikad baik dari masing-masing 
pihak yang berkonflik agar hasil dari 
persetujuan dapat dicapai dengan baik.  
2. Perlunya negara-negara yang pada saat 
ini belum meratifikasi Statuta Roma 1998 
untuk dapat meratifikasi Statuta tersebut 
termasuk Indonesia. Agar tercapainya 
tujuan dari pembentukkanInternational 
Criminal Court dan keberadan ICC tidak 
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